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Abstrak

Teknologi reproduksi berbantu melalui fertilisasi in vitro (IVF) atau bayi tabung menjadi
alternatif bagi pasangan suami istri yang mengalami kesulitan memperoleh keturunan. Dalam
Islam, penerapannya tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga hukum, nasab,
dan status perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum, syarat, dan batasan
syariah dalam pelaksanaan bayi tabung. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan studi kepustakaan dan analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa bayi tabung diperbolehkan apabila sperma berasal dari suami, ovum dari istri, embrio
ditanamkan pada rahim istri sendiri, dan proses dilakukan selama perkawinan masih sah.
Sebaliknya, penggunaan donor sperma, donor ovum, rahim pengganti, atau pelaksanaan
setelah berakhirnya perkawinan tidak diperbolehkan karena berpotensi menimbulkan
ketidakjelasan nasab. Dengan demikian, pelaksanaan bayi tabung dalam Islam harus
memperhatikan prinsip hifz al-nasl serta menjaga kejelasan nasab dan kedudukan anak.

Kata Kunci: bayi tabung, fertilisasi in vitro, hukum Islam, nasab, syariah.

Abstract

Assisted reproductive technology via in vitro fertilization (IVF) serves as an alternative for
married couples facing difficulties conceiving. In Islam, its application involves not only medical
aspects but also legal considerations, lineage, and marital status. This study aims to analyze the
legal rulings, conditions, and Sharia-based limitations regarding the practice of IVF. It employs
a qualitative methodology utilizing a literature review and descriptive-analytical analysis. The
findings indicate that IVF is permissible provided the sperm comes from the husband, the ovum
from the wife, the embryo is implanted in the wife's own uterus, and the procedure is performed
while the marriage remains valid. Conversely, the use of sperm donors, egg donors, or surrogate
mothers, as well as performing the procedure after the marriage has ended, is prohibited due to
the potential for ambiguity regarding lineage. Thus, the practice of IVF in Islam must uphold the
principle of *hifz al-nasl* (preservation of lineage) while ensuring the clarity of lineage and the
child's status.

Keywords: in vitro fertilization, Islamic law, lineage, sharia.
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PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di bidang kesehatan telah membawa berbagai
perubahan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam bidang reproduksi.
Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah teknologi reproduksi
berbantu melalui fertilisasi in vitro (in vitro fertilization/IVF) atau yang lebih
dikenal dengan istilah bayi tabung. Teknologi ini menjadi salah satu alternatif
bagi pasangan suami istri yang mengalami kesulitan memperoleh keturunan.
Meningkatnya penggunaan teknologi bayi tabung tidak terlepas dari semakin
banyaknya pasangan yang mengalami infertilitas serta adanya keinginan
untuk memperoleh keturunan biologis. IVF kemudian berkembang menjadi
bukan hanya persoalan medis, tetapi juga persoalan sosial, etika, dan
keagamaan, khususnya dalam masyarakat Muslim (Zahra, 2025).

Secara medis, bayi tabung merupakan teknik reproduksi dengan
mempertemukan sperma dan sel telur di luar tubuh, yaitu di laboratorium,
hingga terbentuk embrio yang kemudian dimasukkan ke dalam rahim
perempuan. Prosedur ini pada dasarnya ditujukan untuk membantu pasangan
yang mengalami infertilitas karena faktor tertentu. Namun, dalam perspektif
Islam, bayi tabung tidak hanya dipandang sebagai tindakan medis, melainkan
juga berkaitan dengan persoalan perkawinan, keturunan (nasab), serta
kehormatan manusia. Oleh karena itu, perkembangan teknologi reproduksi
berbantu perlu dikaji berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam agar
penggunaannya tetap berada dalam batas yang dibenarkan oleh syariat
(Zahra, 2025).

Persoalan utama dalam praktik bayi tabung dari perspektif Islam
terletak pada sumber sperma dan ovum serta tempat implantasi embrio. Islam
memberikan perhatian besar terhadap pemeliharaan nasab sebagai salah satu
tujuan penting dalam maqasid al-syari‘ah. Kejelasan nasab berkaitan dengan
berbagai konsekuensi hukum, seperti hubungan keluarga, hak waris,
perwalian, dan tanggung jawab keluarga. Oleh sebab itu, penggunaan sperma

atau ovum dari pihak ketiga serta penggunaan rahim pengganti dapat
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menimbulkan persoalan hukum dan etika karena berpotensi menyebabkan
ketidakjelasan hubungan biologis dan status orang tua (Zahra, 2025).

Dalam kajian hukum Islam, praktik bayi tabung pada dasarnya dapat
dibolehkan dengan syarat tertentu. Salah satu ketentuan yang menjadi dasar
adalah sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sabh,
sedangkan embrio ditanamkan ke dalam rahim istri ketika ikatan perkawinan
masih berlangsung. Sebaliknya, praktik yang melibatkan donor sperma, donor
ovum, atau ibu pengganti pada umumnya tidak diperbolehkan karena dapat
menimbulkan persoalan terkait penjagaan nasab dan batas-batas perkawinan.
Dengan demikian, kebolehan bayi tabung dalam Islam bukanlah kebolehan
tanpa batas, melainkan kebolehan yang bersifat bersyarat dan harus
mengikuti ketentuan syariat (Zahra, 2025).

Selain persoalan nasab, penerapan teknologi bayi tabung juga perlu
mempertimbangkan prinsip menghindari kemudaratan. Dalam kaidah fikih
terdapat prinsip al-darar yuzal yang berarti kemudaratan harus dihilangkan.
Prinsip tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam penggunaan teknologi
medis untuk membantu pasangan yang mengalami infertilitas. Namun,
manfaat medis yang diperoleh tetap harus berjalan bersama dengan
perlindungan terhadap nasab dan martabat manusia. Apabila suatu prosedur
justru menimbulkan kemudaratan atau melanggar tujuan syariat, maka
kebolehannya menjadi bermasalah (Zahra, 2025).

Di Indonesia, persoalan bayi tabung juga telah menjadi perhatian
lembaga dan organisasi keagamaan. Dalam jurnal yang menjadi sumber kajian,
disebutkan bahwa MUI, NU, dan Muhammadiyah pada dasarnya memberikan
ruang kebolehan terhadap bayi tabung yang dilakukan oleh pasangan suami
istri yang sah dan tidak melibatkan pihak ketiga. MUI, misalnya, membolehkan
penggunaan sperma dan ovum dari pasangan yang sah serta implantasi
embrio ke dalam rahim istri selama perkawinan masih berlangsung.

Sementara itu, NU dan Muhammadiyah juga menekankan pentingnya menjaga
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nasab serta menghindari keterlibatan pihak ketiga dalam proses reproduksi
(Zahra, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, teknologi bayi tabung menunjukkan
adanya hubungan yang erat antara perkembangan ilmu kedokteran dan
ketentuan hukum Islam. Teknologi ini dapat menjadi solusi bagi pasangan
yang mengalami infertilitas, tetapi penerapannya tetap membutuhkan batasan
yang jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Oleh karena itu,
penelitian ini membahas bayi tabung sebagai teknologi reproduksi berbantu
dalam perspektif Islam, dengan fokus pada analisis hukum, syarat-syarat yang
harus dipenuhi, serta batasan syariah dalam pelaksanaannya. Kajian ini
diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kondisi yang
menyebabkan bayi tabung diperbolehkan maupun kondisi yang menyebabkan
praktik tersebut tidak dibenarkan menurut perspektif hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi
kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus
pada kajian mengenai bayi tabung sebagai teknologi reproduksi berbantu
dalam perspektif Islam, khususnya berkaitan dengan hukum, etika, nasab,
serta hak waris anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung. Penelitian
kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang
relevan dengan permasalahan penelitian (Zulkarnain, M. F., Hilalludin, H., &
Suny, F. S. A. 2024).

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber ilmiah, terutama
artikel jurnal yang membahas bayi tabung, teknologi reproduksi berbantu,
hukum Islam, serta kedudukan anak hasil bayi tabung. Salah satu sumber
utama yang digunakan adalah penelitian Fauzi, Madina, dan Alfani (2024)
yang membahas perspektif Islam terhadap program bayi tabung dari aspek
etika, hukum, dan hak waris. Penelitian tersebut digunakan untuk
memperoleh gambaran mengenai ketentuan bayi tabung dalam perspektif

[slam serta batasan penggunaannya.
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Selain itu, penelitian ini menggunakan penelitian Irsyadi (2024)
berjudul “Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Bayi Tabung dalam Perspektif Fikih
Syafi’'l”. Penelitian tersebut menggunakan penelitian kepustakaan dengan
metode kualitatif dan memanfaatkan data sekunder yang berasal dari hasil
penelitian terdahulu, jurnal, kitab, serta buku fikih kontemporer. Sumber
tersebut digunakan untuk memperkuat pembahasan mengenai hubungan
antara praktik bayi tabung dengan ketentuan hak waris dalam hukum
keluarga Islam (Hilalludin, H. 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu menelusuri
sumber-sumber ilmiah yang sesuai dengan topik penelitian, memilih sumber
yang relevan, membaca dan memahami isi sumber, kemudian mencatat
informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sumber yang
digunakan diprioritaskan pada jurnal ilmiah yang diterbitkan dalam lima
tahun terakhir agar pembahasan tetap menggunakan referensi yang relatif
mutakhir.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan
analisis deskriptif-analitis. Data yang diperoleh terlebih dahulu diuraikan
mengenai pengertian bayi tabung, proses pelaksanaannya, serta
perkembangan teknologi reproduksi berbantu. Selanjutnya, informasi
tersebut dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama
berkaitan dengan penggunaan sperma dan ovum dari pasangan suami istri
yang sah, keterlibatan pihak ketiga, kejelasan nasab, dan hak waris anak hasil
bayi tabung. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan gambaran yang sistematis mengenai kedudukan bayi tabung
dalam perspektif Islam serta batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam
pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hukum bayi tabung dari Perspektif Islam
Berdasarkan hasil kajian literatur, hukum penggunaan teknologi bayi

tabung dalam Islam bergantung pada sumber sperma dan sel telur, lokasi

implantasi embrio, serta status perkawinan pasangan tersebut. Majelis Ulama
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Indonesia (MUI), melalui Fatwa tentang Fertilisasi In Vitro/Inseminasi Buatan
yang diterbitkan pada 13 Juni 1979, menyatakan bahwa bayi tabung yang
menggunakan sperma dan sel telur dari pasangan yang sah secara hukum
adalah mubah (diperbolehkan). Praktik ini dipandang sebagai cara yang sah
untuk memiliki anak sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Sebaliknya, MUI telah memutuskan bahwa fertilisasi in vitro yang
menggunakan rahim wanita lain—termasuk penanaman embrio dari
pasangan yang sah ke dalam rahim wanita lain adalah haram (dilarang). MUI
juga memutuskan bahwa penggunaan sperma dari suami yang telah
meninggal dunia adalah haram. Selain itu, bayi tabung yang menggunakan
sperma dan sel telur dari pihak selain pasangan yang sah secara hukum juga
dianggap haram.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasikhin
dkk. (2022) yang diterbitkan dalam MAQASIDI: Journal of Sharia and Law,
yang menggunakan metodologi tinjauan pustaka. Studi tersebut menunjukkan
bahwa penerapan teknologi fertilisasi in vitro (IVF) tunduk pada beberapa
ketentuan dalam hukum Islam. Salah satunya adalah bahwa inseminasi harus
dilakukan selama pasangan tersebut masih terikat dalam pernikahan yang
sah. Penelitian tersebut menyatakan bahwa inseminasi setelah berakhirnya
pernikahan termasuk setelah perceraian atau kematian suami dilarang.

Penelitian oleh Nasikhin dkk. (2022) juga menemukan bahwa dalam
proses IVF, sperma harus berasal dari suami, sedangkan sel telur dan rahim
harus berasal dari istri yang masih terikat dalam pernikahan yang sah. Selain
itu, proses pengambilan sperma dan sel telur, pembuahan, serta transfer
embrio harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum
I[slam. Studi ini juga membahas masalah pembekuan embrio, sperma, dan sel
telur, serta mencatat bahwa sebagian ulama mengizinkannya asalkan terdapat
manfaat nyata dan adanya jaminan untuk mencegah penyalahgunaan.

Dengan demikian, hasil kajian literatur ini menunjukkan bahwa bayi

tabung tidak secara mutlak dianggap diperbolehkan atau dilarang dalam
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I[slam. Kebolehannya bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat tertentu,
terutama bahwa sperma dan sel telur berasal dari pasangan yang sah secara
hukum dan bahwa embrio ditanamkan di rahim istri. Sementara itu,
penggunaan pihak ketiga, rahim wanita lain, atau penggunaan sperma setelah
pernikahan berakhir merupakan praktik yang dianggap tidak diperbolehkan
dalam sumber-sumber yang ditinjau.

Syarat-syarat Program bayi tabung yang Diperbolehkan dalam Islam

Berdasarkan hasil kajian literatur, pelaksanaan program bayi tabung
yang diperbolehkan dalam Islam tunduk pada beberapa syarat yang berkaitan
dengan asal sperma dan sel telur, lokasi implantasi embrio, status perkawinan,
serta prosedur yang dilalui. Dongoran (2020) menjelaskan bahwa bayi tabung
diperbolehkan jika tidak melibatkan pihak ketiga yaitu, sperma berasal dari
suami, sel telur berasal dari istri, dan embrio yang dihasilkan ditanamkan ke
dalam rahim istri itu sendiri. Sebaliknya, penggunaan sperma, sel telur, atau
rahim dari pihak ketiga dianggap tidak diperbolehkan.

Selain itu, Dongoran (2020) menguraikan beberapa ketentuan yang
ditetapkan dalam keputusan Kongres Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten.
Berdasarkan ketentuan tersebut, bayi tabung yang menggunakan sperma dan
sel telur dari pasangan suami istri diperbolehkan dengan syarat tertentu,
termasuk bahwa proses pengambilan sperma tidak bertentangan dengan
prinsip-prinsip Islam, embrio ditanamkan ke dalam rahim istri sendiri, dan
proses penanaman embrio dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam
yang berlaku.

Temuan ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
tentang bayi tabung/Inseminasi Buatan, yang menetapkan bahwa penggunaan
sperma dan sel telur dari pasangan yang sah secara hukum, serta penanaman
embrio ke dalam rahim istri, merupakan praktik yang diperbolehkan.
Sebaliknya, penggunaan rahim wanita lain atau sperma atau sel telur dari

sumber selain pasangan yang telah menikah dianggap tidak diperbolehkan.
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Nasikhin dkk. (2022) juga menemukan bahwa bayi tabung harus
dilakukan selama pasangan tersebut masih terikat dalam pernikahan yang
sah. Selain itu, sperma harus berasal dari suami, sel telur dari istri, dan embrio
harus ditanamkan ke dalam rahim istri. Proses pengambilan sperma dan sel
telur, pembuahan, serta transfer embrio juga harus dilakukan dengan cara
yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Dengan demikian, hasil kajian lireratur ini menunjukkan bahwa
terdapat beberapa syarat utama bagi pelaksanaan fertilisasi in vitro (IVF) yang
diperbolehkan dalam Islam: sperma harus berasal dari suami, sel telur harus
berasal dari istri, embrio harus ditanamkan ke dalam rahim istri sendiri,
pasangan tersebut harus masih terikat dalam ikatan pernikahan yang sah, dan
seluruh proses harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat serta
tidak boleh melibatkan pihak ketiga.

Batasan Syariah Terkait bayi tabung

Berdasarkan hasil kajian literatur, penerapan teknologi bayi tabung
tunduk pada sejumlah batasan syariah yang berkaitan dengan keterlibatan
pihak ketiga, status perkawinan, serta penanganan embrio yang dihasilkan
melalui proses fertilisasi tersebut. Batasan-batasan ini menunjukkan bahwa
penggunaan teknologi reproduksi berbantuan harus sesuai dengan hukum
I[slam.

Pembatasan pertama berkaitan dengan keterlibatan pihak ketiga.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memutuskan bahwa penggunaan sperma
atau sel telur dari sumber selain pasangan yang sah secara nikah, serta
penggunaan rahim wanita lain, tidak diperbolehkan. Ketentuan ini juga sejalan
dengan temuan studi Dongoran dalam Bayi tabung dari Perspektif Hukum
Islam (Analisis Maqashid al-Shari’ah), yang menyatakan bahwa Bayi tabung
diperbolehkan jika tidak melibatkan pihak ketiga, sedangkan penggunaan
sperma, sel telur, atau rahim dari pihak ketiga tidak diperbolehkan (Dongoran,

2020).
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Pembatasan kedua berkaitan dengan status perkawinan. Nasikhin dkk.
(2022) menemukan bahwa inseminasi harus dilakukan selama pasangan
tersebut masih terikat dalam perkawinan yang sah. Inseminasi yang dilakukan
setelah perkawinan berakhir baik karena perceraian maupun kematian suami
dianggap tidak diperbolehkan.

Pembatasan berikutnya berkaitan dengan pengelolaan embrio beku.
Sebuah studi menjelaskan bahwa embrio beku yang dihasilkan melalui
teknologi reproduksi berbantuan membawa tanggung jawab moral dan
hukum bagi pasangan suami istri. Tanggung jawab ini mencakup
penyimpanan, penggunaan kembali, dan pemusnahan embrio, dengan
mempertimbangkan prinsip-prinsip maqgashid al-syariah, kehati-hatian, serta
kejelasan hukum mengenai status anak (Aziz dkk., 2025).

Mengenai penyimpanan embrio beku, penelitian yang dilakukan oleh
Aziz dkk. menunjukkan bahwa pengelolaannya harus dilakukan secara
bertanggung jawab dan tidak boleh membuka peluang penyalahgunaan.
Penggunaan kembali embrio juga terkait dengan pasangan yang
memproduksinya; oleh karena itu, pengelolaannya harus tetap berada dalam
kerangka hubungan perkawinan dan ketentuan hukum Islam (Aziz dkk,
2025).

Selain itu, pemusnahan embrio beku merupakan aspek lain yang
memerlukan perhatian dalam penerapan teknologi fertilisasi in vitro (IVF).
Aziz dkk., dalam “Tanggung Jawab Hukum Suami dan Istri Terkait Embrio
Beku dalam Reproduksi Bantu Menurut Hukum Islam,” menyatakan bahwa
penyimpanan, penggunaan kembali, dan pemusnahan embrio merupakan
bagian dari tanggung jawab bersama pasangan tersebut. Oleh karena itu,
tindakan yang berkaitan dengan embrio tidak boleh dilakukan secara
sembarangan, melainkan harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan
ketentuan syariat (Aziz dkk., 2025).

Dengan demikian, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa

pembatasan syariat terhadap teknologi bayi tabung meliputi larangan
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keterlibatan pihak ketiga, pembatasan penggunaan teknologi tersebut setelah
berakhirnya perkawinan, serta adanya tanggung jawab terkait embrio beku.
Pengelolaan embrio baik dalam penyimpanan, penggunaan kembali, maupun
pemusnahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan
prinsip-prinsip maqashid al-syariah (Aziz dkk., 2025).

Hukum Bayi Tabung dalam Sudut pandang Islam

Berdasarkan temuan riset, hukum bayi tabung dalam perspektif Islam
bersifat kondisional. Artinya, teknologi bayi tabung tidak secara mutlak
dihukumi haram maupun halal, tetapi hukum tersebut bergantung pada
bagaimana tahapan bayi tabung dijalankan. Beberapa hal yang menjadi
pertimbangan utama adalah asal sperma dan ovum, tempat embrio
ditanamkan, serta status perkawinan pasangan. Dalam hasil penelitian
ditemukan bahwa bayi tabung diperbolehkan jika sperma berasal dari suami,
ovum berasal dari istri, embrio ditanamkan pada rahim istri sendiri, dan
proses tersebut dilakukan ketika perkawinan masih sah. Sebaliknya,
keterlibatan donor sperma, donor ovum, atau rahim perempuan lain menjadi
persoalan karena dapat mengakibatkan ketidakjelasan nasab.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Maghfirah et al. (2024).
Melalui systematic literature review, penelitian tersebut menemukan bahwa
bayi tabung dalam perspektif hukum Islam diperbolehkan apabila sperma dan
ovum yang dipakai berasal dari pasangan suami istri yang sah. Sebaliknya,
penggunaan donor sperma atau ovum tidak dibenarkan dan penggunaan
rahim perempuan yang bukan istri juga tidak diperbolehkan. Penelitian
tersebut memperlihatkan bahwa persoalan bayi tabung tidak hanya dilihat
dari sisi medis, tetapi juga dari akibat hukum dan agama yang dapat muncul
terhadap anak yang dilahirkan (Maghfirah et al., 2024).

Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian Aksa et al. (2025).
Penelitian tersebut menguraikan bahwa teknologi bayi tabung dapat
diperbolehkan selama dilakukan dalam hubungan perkawinan yang sah dan

tidak melibatkan donor pihak ketiga. Penelitian ini memakai strategi maqasid
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al-shari’ah dan menempatkan perlindungan keturunan (hifz al-nasl) sebagai
salah satu dasar penting dalam menilai teknologi reproduksi berbantu. Di
samping itu, penelitian tersebut menegaskan bahwa praktik surrogacy
dilarang karena dapat menimbulkan persoalan terhadap nasab, kesucian
rahim, dan keutuhan keluarga (Aksa et al., 2025).

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian kami, dijumpai kesamaan
yang cukup kuat. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa hukum bayi
tabung bergantung pada terpenuhinya ketentuan mengenai asal sperma dan
ovum, rahim yang digunakan, serta status perkawinan. Maghfirah et al. (2024)
memperkuat aspek asal sperma dan ovum serta larangan penggunaan rahim
perempuan lain, sedangkan Aksa et al. (2025) memperkuat alasan syariahnya
melalui prinsip perlindungan keturunan. Oleh sebab itu, kedua penelitian
terdahulu tidak hanya menopang temuan kami mengenai kebolehan bayi
tabung dalam kondisi tertentu, tetapi juga menjelaskan bahwa pembatasan
tersebut berhubungan dengan upaya menjaga kejelasan nasab dan keutuhan
keluarga.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa persoalan utama dalam
hukum bayi tabung menurut perspektif Islam bukan terletak pada
teknologinya semata, melainkan pada sumber bahan reproduksi dan proses
penggunaannya. Teknologi bayi tabung dapat menjadi bentuk ikhtiar bagi
pasangan yang mengalami kesulitan memperoleh keturunan, tetapi
penggunaannya tetap harus berada dalam batas perkawinan yang sah dan
tidak melibatkan pihak ketiga. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan
antara perkembangan teknologi kedokteran dengan prinsip hifz al-nasl, yaitu
menjaga keturunan agar hubungan biologis dan status anak tetap jelas.
Syarat Program Bayi Tabung yang Diperbolehkan dalam Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebolehan program bayi tabung
dalam Islam mempunyai beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat
tersebut meliputi sperma berasal dari suami, ovum berasal dari istri, embrio

ditanamkan pada rahim istri sendiri, pasangan masih berada dalam ikatan
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perkawinan yang sah, dan seluruh proses dilakukan dengan cara yang tidak
bertentangan dengan ketentuan syariah. Persyaratan tersebut menunjukkan
bahwa pelaksanaan bayi tabung tidak dapat dipisahkan dari aturan mengenai
perkawinan dan nasab.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Hidayati dan Haidar
(2024). Penelitian mereka menjelaskan bahwa inseminasi buatan atau bayi
tabung diperbolehkan apabila sperma dan ovum berasal dari pasangan suami
istri yang sah serta rahim yang digunakan adalah rahim istri. Sebaliknya,
apabila sperma berasal dari orang lain atau donor, termasuk berasal dari bank
sperma yang tidak jelas asal-usulnya, maka praktik tersebut tidak
diperbolehkan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan maslahah
mursalah dan sadd adz-dzari’ah untuk menjelaskan bahwa kebolehan
teknologi reproduksi tetap harus mempertimbangkan kemungkinan
munculnya kemudaratan, terutama terhadap nasab (Hidayati & Haidar, 2024).

Penelitian Majid et al. (2022) juga memperkuat pentingnya
penggunaan rahim istri sendiri. Penelitian tersebut secara khusus mengulas
bayi tabung yang menggunakan ibu pengganti (surrogate mother). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ibu pengganti menimbulkan
persoalan serius mengenai asal-usul anak dan hubungan nasab. Dalam
perspektif hukum Islam yang dikaji dalam penelitian tersebut, bayi tabung
melalui ibu pengganti dinilai tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan
tercampurnya hubungan keturunan dan menimbulkan persoalan hukum
terhadap anak (Majid et al., 2022).

Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian kami, kedua penelitian
tersebut memperkuat seluruh unsur utama syarat bayi tabung yang
ditemukan. Hidayati dan Haidar (2024) memperkuat syarat mengenai asal
sperma, ovum, dan penggunaan rahim istri. Sementara itu, Majid et al. (2022)
menunjukkan akibat yang dapat muncul apabila syarat penggunaan rahim istri

tidak dipenuhi. Artinya, larangan penggunaan donor atau ibu pengganti bukan
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hanya merupakan batasan formal, tetapi berkaitan langsung dengan usaha
mencegah ketidakjelasan nasab.

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa syarat-syarat dalam
program bayi tabung memiliki hubungan yang erat satu sama lain.
Penggunaan sperma suami dan ovum istri menjaga hubungan biologis antara
anak dan pasangan, sedangkan penggunaan rahim istri menjaga
kesinambungan proses kehamilan dalam keluarga yang sah. Maka dari itu,
syarat bayi tabung dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai suatu
rangkaian ketentuan yang bermaksud menjaga keturunan, bukan sekadar
sebagai aturan mengenai prosedur medis.

Batasan Syariah dalam Pelaksanaan Bayi Tabung

Berdasarkan hasil penelitian, batasan syariah dalam pelaksanaan bayi
tabung berkaitan dengan beberapa hal, yaitu keterlibatan pihak ketiga, status
perkawinan, penggunaan rahim perempuan lain, serta persoalan yang muncul
terhadap nasab dan kedudukan anak. Dengan demikian, batasan syariah tidak
hanya mengatur proses pembuahan, tetapi juga mempertimbangkan akibat
hukum dan hubungan keluarga yang muncul setelah anak dilahirkan.

Penelitian Nafis dan Nurani (2024) memperlihatkan bahwa persoalan
tersebut menjadi semakin kompleks ketika teknologi bayi tabung melibatkan
lebih dari dua orang tua biologis. Penelitian mereka membahas bayi tabung
dengan tiga orang tua biologis dalam konteks donasi mitokondria. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa proses bayi tabung secara mendasar harus
dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah menurut agama dan hukum yang
berlaku. Penelitian tersebut juga membahas kedudukan dan kewarisan anak,
akibatnya memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi reproduksi dapat
menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang mempunyai hubungan hukum
dengan anak tersebut (Nafis & Nurani, 2024).

Temuan tersebut penting jika dibandingkan dengan hasil penelitian
kami karena hasil penelitian kami juga menunjukkan bahwa keterlibatan

pihak ketiga merupakan salah satu batasan utama dalam pelaksanaan bayi
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tabung. Ketika terdapat pihak lain yang menyumbangkan materi genetik atau
terlibat dalam proses reproduksi, hubungan antara anak dan orang tua
biologis dapat menjadi lebih kompleks. Dengan demikian, persoalan bayi
tabung tidak berhenti pada berhasil atau tidaknya proses kehamilan, tetapi
juga menyangkut kejelasan hubungan nasab dan kedudukan anak.

Hal yang lebih tegas terlihat dalam penelitian Majid et al. (2022)
mengenai bayi tabung dari ibu pengganti. Penelitian tersebut menemukan
bahwa penggunaan ibu pengganti dapat menyebabkan persoalan dalam
menentukan hubungan nasab anak. Penelitian tersebut bahkan menunjukkan
bahwa dalam perspektif hukum Islam yang mereka kaji, bayi tabung melalui
ibu pengganti tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan tercampurnya
keturunan dan menimbulkan persoalan hukum yang lebih luas (Majid et al,,
2022).

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian kami, kedua penelitian
tersebut memperkuat bahwa batasan syariah pada bayi tabung berfungsi
untuk mencegah ketidakjelasan nasab. Hasil penelitian kami menemukan
bahwa donor sperma, donor ovum, rahim perempuan lain, serta pelaksanaan
bayi tabung setelah berakhirnya perkawinan merupakan hal yang perlu
dibatasi. Nafis dan Nurani (2024) memperlihatkan bahwa keterlibatan pihak
lain dapat berpengaruh terhadap kedudukan dan kewarisan anak, sedangkan
Majid et al. (2022) memperlihatkan secara lebih khusus persoalan yang timbul
akibat penggunaan ibu pengganti.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa batasan syariah dalam
program bayi tabung memiliki hubungan erat dengan perlindungan keturunan
(hifz al-nasl). Batasan tersebut dibutuhkan agar teknologi reproduksi tidak
menyebabkan ketidakjelasan mengenai siapa orang tua anak, bagaimana
hubungan nasabnya, dan bagaimana kedudukan hukumnya. Oleh sebab itu,
penggunaan teknologi bayi tabung dalam Islam bukan hanya membutuhkan

pertimbangan medis, tetapi juga pertimbangan hukum, agama, dan etika.
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Secara keseluruhan, perbandingan antara hasil penelitian kami dengan
penelitian terdahulu menunjukkan adanya pola yang sama. Bayi tabung dapat
menjadi salah satu bentuk ikhtiar memperoleh keturunan apabila dilakukan
oleh pasangan suami istri yang sah dan menggunakan sperma serta ovum dari
pasangan tersebut. Akan tetapi, ketika prosesnya melibatkan pihak ketiga, ibu
pengganti, atau kondisi yang dapat mengaburkan hubungan nasab, muncul
persoalan syariah dan hukum yang perlu dihindari. Dengan demikian, prinsip
utama yang terlihat dari beragam penelitian tersebut adalah bahwa
perkembangan teknologi reproduksi tetap dapat dimanfaatkan, tetapi
pelaksanaannya harus mempertahankan kejelasan nasab, status perkawinan,

dan perlindungan terhadap kedudukan anak.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa agama Islam pada dasarnya
mengizinkan bayi tabung. Kebolehan ini berlaku dalam kasus di mana sperma
berasal dari suami, ovum berasal dari istri, dan embrio ditanamkan ke dalam
rahim istri sendiri. Semua proses ini dilakukan selama perkawinan dan sesuai
dengan peraturan syariah. Sebaliknya, tidak dibenarkan untuk menggunakan
donor sperma, ovum, rahim pengganti, atau keterlibatan pihak ketiga karena
dapat menyebabkan ketidakjelasan tentang nasab dan kedudukan hukum
anak. Selain itu, pengelolaan embrio yang telah dibekukan harus dilakukan
secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan persyaratan syariah
dan prinsip kehati-hatian.

Oleh karena itu, hukum Islam tentang bayi tabung mempertimbangkan
hukum, etika, perkawinan, dan perlindungan keturunan selain aspek medis
(hifz al-nasl). Tujuan dari aturan ini adalah untuk menjaga kejelasan nasab,
keabsahan ikatan keluarga, dan kedudukan anak. Oleh karena itu, teknologi
bayi tabung dapat digunakan sebagai cara ikhtiar untuk memperoleh
keturunan selama pelaksanaannya tetap berada dalam ikatan perkawinan

yang sah, tidak melibatkan pihak ketiga, dan sesuai dengan syariah.
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